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Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi 
hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh 
serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 
pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 
dimensi dan keterkaitan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana Faktor-Faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja yang 
dilakukan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi, bagaimana Proses penyelesaian 
pemutusan hubungan kerja di tinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, dan bagaimana Upaya untuk mencegah terjadinya 
pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jawaban atas permasalahan yang dibahas. 
Adapaun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan Metode 
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam 
hal ini penulis langsung studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 
73/G/2013/PHI.Mdn untuk dianalisis. Faktor-faktor penyebab terjadinya 
pemutusan hubungan kerja di sebabkan oleh beberapa alasan Dalam Putusan No. 
73/G/2013/PHI.Mdn pihak pengusaha memberikan alasan efisensi yaitu 
produktivitas pekerja sehingga pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja 
kepada pekerjanya. Proses penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial yaitu 
Lembaga Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase Melalui Pengadilan Hubungan 
Industrial. Dan Upaya untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 
yaitu Melaksanakan Keseluruhan Hak Normatif Pekerja, Perhatian terhadap 
Kesejahteraan Pekerja, Mengembangkan Komunikasi yang Efektif, Menyediakan 
fasilitas yang diperlukan dan Kelembagaan/Sarana Hubungan Industrial (Serikat 
Pekerja, Bipartit, Peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama). 
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